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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingl<at 11Dalam Wilayah
Daerah, Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lombaran Negara tabun 1958 Nomor
122, Tambahan Lombaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lornbaran Negara
Republik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tabun 2015 lentang Perubahan Kedua alas
Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun
2016 ten lang Pengaturan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lombok Barat tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020.
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 ten tang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun
2014 tentang Desa (LembaranNegarnRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagairnana telah
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomar 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Namor5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomar 60 Tahun 2014 tentaog
dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan
dan belanja Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah temkhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tencang Perubahan
Kedua atas Peraturan PemerintahNomor60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
LembaranNcgaraRcpublikIndonesia Nomor5864);

6. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor114Tahun 2014
tentang Pedoman Pcmbangunan Desa (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomar 2 Tahun 2016
Tentang lndeks Desa Membangun (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor300);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TahUD2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);
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Pasal I
DallUll Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Dacrah adalah Kabupaten J..ombokBarat.
3. Pemerintah Daerah adaJah Pemcrintah Kabupaten Lombek Barat,
4. Desa adalah OeM dan Dcaa adat atau yang disebut dengan nama lain,

seIanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilnyah yang berwenang untuk mengarur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat eetempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak aaal usul, danj'atau hak tradisional yang diakul
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublJk
Indonesia.

S. Dana Oesa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

6. Kewenangan berdasarkan hak asal usuJ adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hldup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Oesa seeUBi dengan perkembangan kehidupan maoyarakat.

7. Kewenangan loka! berskala Desa adelah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang retah dijalankan oleh Desa
atau marnpu dan efektif dijalankan oleh Dese atau yang muneuJ karena
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama laln adaJah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
uneur masyarakat yang diselcnggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis,

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di.ingkat OPO adalah
organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggUng jawab
terhadap pelakaanaan tugas bidang pembangunan dan pemberdaynan

masyarakat dcsa, di daerah kabupaten.

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURANBUPATI LOMBOKBARATTENTANGPRIORITAS

PENOOUNAANDANADESA TAHUN 2020.
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II. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6
[enam) tahun.

13, Rencana Kerja Pernerintah Desa, yang selanjumya disebut RKP Desa,
adalah dokumen perencanaan Oesa untuk periode 1 (satu) tahun.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemetintahan Desa.

15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Oesa.

16.Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah
berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visiDesa).

17. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan
ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

18. Desa M~u adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi
dan ekologi, eerta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup rnasnusia, dan
menanggulangai kemiskinan.

19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang
memiliki potensi sumber days. sosial, ckonomi, dan ekologi tetapi belum

7, Pemetintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemetintahan Desa.

8, Pemetintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pcmctintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemetintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kebidupan untuk eebeear-besamya kesejahteraan masyarakat Desa,

10.Pemberdayaan Masyarakat Dcsa adalah upoya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa,



Pasal2
Pengaturan prioritas penggunaan Dana Dcsa bertujuan untuk:

a. memberikan aeuan bagi Pernerintah Daerah Kabupaten dalam membina

dan mernfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
b. memberikan aeuan bag; Desa dalam menyeJenggarakan Kewenangan Hak

AsaJ Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang elibiayai Dana Desa.
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BAB II
TUJUANDANPRlNSlP

'23. Padat Karya Tunai adaJah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi
tokal untuk mernberikan tambahan upahjpendapatan, mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

24. Anak Kerdil (stunting) adaJah kondisi gagal tumbuh pada anak halite. (bayi
eli bawah lima tabun) akibat dar! kekurangan gizi kronis sehingga anak

terlalu pendek untuk usianya.

25. Pelayanan Gizi adaJah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi
perorangan dan masyarakat melaJui upaya peneegahan, peningkatan,
penyembuhan, dan pemuJihan yang dilakukan eli masyarakat dan fasilitas

pelayanan kesehatan.

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Desa, kualitas hidup manusia dan menangguJangi kemiskinan.

'20. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosia!,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta
mengalarni kerniskinan dalam berbagai benruknya.

21. Desa Sangat Tertinggal adaJah Desa yang mengalami kerentanan karena
masalah beneana alam, goneangan ekonomi, dan konflik sosia! sehingga
tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya scsial, ekonomi, dan
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

22. Produk ungguJan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan
roerupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha­
usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah
Desa atau eli wilayah antar-Desa yang dikelola melalui keljasama antar

Desa.



prioritas yang bersifat linta. bidang.

BAB III
PRlORlTAS PENGOUNMN DANA DESA

Pasal4
(1)Penggunaan Oana Desa dlprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang pernbangunan Desa dan pemberdayann

masyarakat Desa.
(2)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinalp-prinsip:
a. Keadilan: mengutamakan hak dan kcpentingan seluruh warga Desa tanpa

membeda-bedakan;

b. Kebutuhan Prioritas: mondahuJukan kepentingan Desa yang lebih
mendeeak, Iebih dibutuhkon dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pads 3 (tiga)

sarnpai dengan 5 (lima) jonis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai
prioritas nasional, provinai, kabupaten dan desa, dan adak dilakukan
praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.

d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usuJ dan
kewenangan lokal berskala Desa;

e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta
masyarakat Desa;

f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan Desa yang dibiayal Dana Desa.

g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan
pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa
sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wiIaynh Desa

dan/atau kabupaten,

h. Berbasis sumber daya 00.8: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya
manusia dan sumberdaya a1am yang ada di Desa dalam petaksanaan
pcmbangunan yang dibiayai Dana Desa.

i. Tlpologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
geografis, sosiologls, antropologis. ekonomi, dan ekologi Desa yang khas,
serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

PasaJ3



Bagian Kcsatu
Bidang Pembangunan Dcsa

PasalS
(1)Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3)diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
dan kegia.tan eli bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung
pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2)Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan perneliharaan sarana

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kcbudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif mcliputi aspek

produksi, distribusl dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pcngembangan produk unggulan Desa dan/ atau

produk unggulan kawasan perdesaan; dan
3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek

produksi, e1islribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengernbangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapl bencana alam dan konflik sosial;

(3)Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), diharapkan dapat mernberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat Desa bcrupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan
kesejahte raan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan
pelayanan publik di tingkat Desa.



Pasal7
(I) Pcningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai

peiaksanaan program dan kegiatan yang bersiCat !intas bidang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan
kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pcndapatan ekonomi bagi keluarga
miskin dan meningkatlcan pendapatan asli Desa.

(2) Program dan kegiatan sebngaimana dimakaud pada ayat (I) antara lain
bidang kegiatan produk unggulan Desa dan! atau produk unggulan
kawa san perdesaan, SUMO.sa dan! atau BUMO.sa Bersama,
embun.g!penampungan air kecU lainnya, serta Sarona olahraga Oesa sesuai

dengan kewenangan Desa,
(3) Pcmbangunan sarana olahraga Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan unit usaha yang dikelola olch SUMOesa atau BUMDesa

bersama.

(2) kegiatan peu.yanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberian makanan tambahan dan bergizl untuk balita;
c. peJatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu

menyusui;
d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemerikaaan berkala

kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
e. pengembangan apotik hldup desa dan produk hortikultura untuk
memenuhi kcbutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

r. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang eesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Deaa,

Pasal6

(1) Peningkatan peJayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya pcningkatan gizi

maayarakat serta penccgahan anak kerdil (stuntingl.

infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan dlputuskan melatul musyawarah Desa.

pemeliharaandanpengembangan,pembangunan,(3) Pcngadaan,

2. penanganan bencana aIam dan bencana sosial; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.



Desa pada:
pernbangunanmemprioritaskan kegiatan

a. Desa Tertinggal danl atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan
kegiatan pembangunan Desa pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrastruktur dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur eknnomi

serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran
yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha eknnomi pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan! atau pnoduk unggulan
kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Dese,
meliputi:

Pasal9

Pasal8
(I) Penanggu.langan kemiskinan di Dcsa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4

ayat.(3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat
karya tunal untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desayang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

(2) Kegiatan padat karya tunal sebagairnana dimaksud pada pada ayat (I)

dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan

sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
(3)Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang

pembangunan Desa paling scdikit 30% (tiga puluh persen) digunakan
membayar upah masyarakat Dcsa dalam rangka menciptaka.n Ia.pangan
kerja,

(4)Upah kerja dibayar seeara harlan atau mingguan dalam pelaksanaan
kegiatan yang dibiayal dengan Dana Desa.

(5)Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim
panen.

(4)Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lalnnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa,



setempat;

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10
(1)Dana Desa digunakan untuk membiayal program dan kegiatan bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam pcncrapan hasil
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan
temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa
dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

(2)Kcgiatan pcmberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalarn proses percncanaan,

pelaksanaan dan pcngawasan pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribuai dan pemasaran
untuk mcndukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada pernbentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pcngadaan saran a prasarana sosial dasar dan Iingkungan yang
diarabkan pada upaya mendukung perncnuhan akses masyarakat Desa
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan

pembangunan pada:

I. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
ekonomi scrta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan
pemasaran untuk mendukung perluasanj ekspansi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pcngembangan produk unggulan Desa danj atau produk ungguJan
kawasan perdesaan;

2. pembanguoan dan perneliharaan infrastruktur sosial dasar serta
pengadaan sarana prasarana sosia! dasar dan lingkungan yang

diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan
akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan
Iingkungan;dan

3. pcngcmbangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.



penyertaan modal, pengelolaan produksi, distrlbusi dan

Pasai 11
Oesa dalam pereneanaan program dan kegiatan pembcrdayaan masyarakat

Oesa yang dibiayai Dana Oesa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa
bcrdasarkan tinglcat perkembsngan kemajuan Oesa, yang meliputi:
8.. Oesa Tertinggal dan/atau Oesa Sangat Tertinggal memprioritaskan

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakal Oesa yang meliputl:
I. pembenrukan BUMOesa dan/atau BUMOesa. Bersarna melalui

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan ketahanan keluarga;
e. pengeloJaan dan pengembangan sistem iruormasi Oesa melalui

pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi peranglcat lunale
(software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan
dan penyebaran informasl pembangunan dan pemberdayaan
masyerakat Oesa yang dikelola secara terpadu;

r. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan
perempuan dan anak, scrta pemberdayaan masYarakat marginal dan
anggola masyarakat Desa penyandang clisabilitas;

g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian Iingkungan hidup;
h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial

serta penanganannya;
l. dukungan permodalan dan pengelolaan ueaha ekonomi produ)<tifyang

dikelola oleh SUMOesa dan/ atau BUMOesa Bersama;
j, dukungan pcngelolaan usaha ckonomi oleh kelompok masyarakat,

koperasi danj'atau lembaga ekonomi masyarakat Dess lainnya;

k. pcndayagunaan sumberdaya aIam untuk kemanclirian Desa dan
peningkatan kesejahteran masyarakat;

I. penerapan tcknologj tepat guna unruk pendayogunaan sumberdaya
aIam dan peningkatan usaha ekonorni pertanian berskala produktif;

m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan

pihak ketiga; dan
n. kegiatan pembcrdayaan masyarakat Desa !ainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan dipuruskan melalui musyawarah Desa,

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hUM (b) wajib dilakukan secara swaketola oleh Desa atau badan
kerja sarna entar-Desa dan dilaksanakan bcrdasarkan ketenruan

peraturan perundang-undangan,



guna;
4. peningkatan kuaJitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan

pembentukan wirausahawan di Desa; dan
5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan bidup

masyarakat Desa secara berkelanjutan.

pendayagunaan sumberdaya aJam dan penerapan teknologi tepat
melalui

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelornpok, koperasi danj'atau
lembaga ekonomi masyarakat Oesa lainnya melaJui akses pcrmodaJan
yang dikelola BUMOesa dan/ateu BUMOesa, pengclolaan produksi,
distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif dan useha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk ungguJan Desa dan/ atau
produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembentukan usaha ekonomi melaJui pendayagunaan sumberdaya
aJam dan penerapan teknologi tepat guna; dan

4. pembukaan Iapangan kcrja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Oesa Berkembangmemprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang
meliputi:
1. penguatan BUMOesadan/ atau BUMOcsaBcrsama melaJuipenyertaan

modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha
ekonomi pertanian berekala produktif dan usaha ekonomi lainnya
Yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulanOesa dan/atau produk ungguJankawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau
tembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya meJalui akses permodalan
yang dikelola BUMOesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada pemhentukan dan pengembangan produk ungguian desa
dan/ atau produk unggulan kawasanperdesaan;

3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi

bagi usaha distribusi dan pemasaran bagi usaha ckonomi pcrtanian
berskaJa produktif dan usaha ekonomi lalonya yang difokuskan kepada
pcmbentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau
produk ungguJan kawasan perdesaan,



c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Oese yang meliputi:

I.perluasan usaha BUMDese dan/atau BUMDe8a Bersama melalui
penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagj

usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi
lninnya yang difokuslron kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan usaha ckonomi warga/ kclompok, koperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Oesa lainnya melalui akses pennodalan
yang dikelola BUMDese dan/atau BUMOesa, pengelolaan produksi,
<!istribusi dan pemasaran bag; usaba ckonomi pertanian berskala

produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembontukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau
produk unggulan kawasan perdesaan.

3. perluasan usaha ckonomi melalui pendayagunaan sumberdeya aIam
dan penerapan teknologi tepat guna;

4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli eli Desa; dan

perluasan/ekspansi lapangan kcrja untuk pemenuhan kebutuban
b.idup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

d. Oesa Sangat Tertinggal, Ocsa Tertinggal, Desa Berkcmbang, Desa MElju
dan Desa Mandiri memprioritaekan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Desa untuk rneningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa

yang meliputi:
I. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di

bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
pemberdayaan percmpuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakal Oesa penyandang disabilitas;

2. pcngelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapslagaan menghadapi bencana alam dan kon1lik

soslal, penanganan bencana alam dan konflik eosial, serta penanganan
kejadian luar biasa lainnya;

4. pengcmbangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Dcsa agar
mampu berpardeipaai dalam penggunaan Dana Desa yang clikelola

secara transparan dan akuntabcl; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola

Desa yang demokratia dan berkeadilan sosial.



kewenangan Dcsa,

BAS IV

MEKANISME PENETAPAN PRlORlTAS

PENGGUNMN DANA DESA

Pasal 13

(I) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur
perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan .berdasarkan

Pasal 12
(I) Prioritas pcnggunaan Dana Oesa di bidang pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

wajib dipublikasikan oleb Pemerintah Desa kepada rnasyarakat Desa di
ruang publik yang dapat diaksee masyarakat Desa.

(2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan seeara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta

masyarakat Ocsa.
(3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintab Daerah
Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau
teguran tertulis.

(4)DaIam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dilaksanakan, dilakukan tindakan berupa penundaan pencairan anggaran
Dana Desa sampai dengan dipublikasikannya prioritas penggunaan dana
desa kcpada masyarakat desa.

BagianKetiga
Publikasi

e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Oesa Maju
dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Della untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis

dan psrtisipatif;
2. pembentukan dan pengembangan budaya bukum serta menegakkan

peraturan hukum di Della;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk

mendorong dan meningkatkan psrtisipasi masyarakat Desa;
4. penguatan ketabanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai

Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, scni, tradisi dan budaya Desa.



Pasal 16
11)Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

eValuasi oleh camat, 15 ayat (3), di

(2)Dalam hal hasil evaluasi Rane
angan Peralman Desa teo tang APB 0

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tak esa
O mya an rencana peana Desa tidak . nggunaan

seSUBI dengan kepelltingan urn d
perundang-undangan yang lebib tin ' e um. all peraturan
secara tertulis k d ggt, amat membenkan penjclasan

. cpa a Desa tentang Iatar belaken
ketidaksetujuan atas reneana penggun g dan alasan.

aan Dana Oesa.

PasallS
(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas

kegiatan, anggaran dan bclanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui
Musyawarah Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
mcnjadi dasar pcnyusunan RKPDesa.

(3) ~Oritas kegiatan pcmbangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah
dltetapken dalam RKP Desa wajib dipedomanl dalam penyusunan APB
Desa yang dituangkan daJam Raneangan peraturan Oesa ten tang
Dese. ~

Pasal 14

(1)Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa ditaksanakan secara terpadu
dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten.

(2) Keterpaduan perencanaan pcmbangunan nasional, provinsi, dan
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten dengan mcnginformasikan kepada Desa sebagai
berikut:

a, pagu indikatif Dana Oesa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten,

APBD Provinsi, danj'atau APBN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Desa;

(2)Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan loka!
berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam
penyusunan RKP Desa.



Pasal 18
(I) Bupati melakukan pernantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana

Desa.

(2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpabkan kepada OPD yang menangani urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3)Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1). pemcrintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi
kepada Desa yang dibanru olen tenaga pendamping professional.

(4)Camat melakukan rugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan
prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan
perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan
masyarakat Desa.

BABY
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Paw 17
(1) Dalarn hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkerobangan

Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa
menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

(2) Pemerintah Ksbupaten melakukan evaluasi terhadap tingkat
perkembangan Desa berdasarkan data 10M.

(3) Hasil evaluasi tingkat pcrkcmbangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lambat selesal sebelum dimulainya pcnyusunan RJ(p Desa
Tabun berkenaan.

(4) Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Ksbupaten.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam
penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

(6) Pedoman teknis penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(3)Ketidaksetujuan atae rencana penggunaan Dana Desa sebagaimena
dimaksud pada ayat (2). Kepala Desa menyarnpaikan kepada masyarakat
Desa melalui BPDdalam musyawarah Desa.



1
danj'atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa

dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program

Pasal22

BAB VOl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal21
Dalam hal Indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa bcrdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang rnengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

penggunaanstudi dan publikasi penerapan prioritasc. melakukan
Dana Oesa.

b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

Pasal20
Masyarakat dapat ikut scrta mcmantau dan mengawasi penetapan prioritas
pengguriaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cam:

a. menyampaikan pengaduan masalah penctapan prioritas pcnggunaan Dana
Desa;

BABVO
PARTISIPASI MASYARAKAT

BABVI
PELAPORAN

Pasal 19
(1) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa

disertai dengan soJtcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa
kepada Menter; c.q. Direktur Jcndcral Pembangunan dan Pembcrdayaan

Masyarakat Desa.
(2)Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran n yang merupakan bagian tidak terpisahkan
drui Peraturan Bupati ini.

(3)Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.
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Diundangkan <Il-'ffi:l"'~IR
pada

Ditetapkan di Gerunge: tanggal ;t. .}ClJ\UP."; ~~

,UPATI LOMBOK BARAT,f'"

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal23
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP



BABV

BABlV PELAPORAN

CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

PENUTUPBABV

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENDAfvlPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PBNDAMPINGAN

BAB III

OE$A

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA

BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA OESA

A. MAKSUD, TUIUAN DAN MANFAAT

BAB I PBNDAHULUAN

BAB II PRIORITAS PENGGUNAANDANA DESA

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT,
NOMOR TAHUN 2020
TENTANO
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN2020



Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib
dltegekkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarak.an
pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan
peningkaran kualitas bidup manusia; peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola sccara partisipatif dikarenakan
melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah
pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan

Desa wajib diswakelola olch Desa dengan mendayagunakan sumberdaya
manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan,

Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu

rnenswakelola pembangunan Desa rnaka Desa berhak memiliki sumbef,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepcntingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asa! usul, danj' atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat huk.um menggambarkan bahwa
Desa merupakan Subyek Hukurn. Posisi Desa sebagai subyek hukum
menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap asetl sumberdaya
yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan
Desa merupakan milik Desa, sebingga penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Masyarak.at Desa memUih Kopala Desa dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).Kepala Desa bcrkewajiban untuk memimpin
Desa sekaJigus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPDmenjadi
Plernbaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mcngatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan urusan masyarakat, Hal-hal strategis di Desa
harus dibahas dan disepakati bersama oteh kepala Desa, BPD dan
masyarakat Desa melaJui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh
BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kcpala Desa daJam
merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebljakan pembangunan
Desa.

BAB r
PENDABULUAN



sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBNmerupakan
salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan
Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam
menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mcngurus prioritas

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Penggunaan Dana Oesa dikelola melalui mekanisme pembangunan

partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek
pembangunan. I<arenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas
dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus
berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan
kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi
pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan
pembangunao Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tabun 2020

diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi, produktif, penJngkatan
pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan
pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya
tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

Petunjuk teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 ini wajib
dipedomani oleh Pemcrintah Desa dalam rnengelola penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang

dcmokratis dan bcrkeadilan sosial.



memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan
Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan
peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

pendamping profesional daJambagipedomanb. sebagai

3.Manlaat
a. sebagai pedoman bag; Desa menswakelola penggunaan Dana

Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan
kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Makaud

Maksud penyusunan petunjuk teknis Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 adaJah menyediakan dokumen kebijakan yang
diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan
pemberdayaanmasyarakat Desayang dibiayaidengan Dana Desa,

2. TlIJuan
a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang
difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup
manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
penanggulangan kemiskinan.

b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan
prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang
difckuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup
manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
penanggulangan kemiskinan; dan

c. menjeJaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA



pengembangan dan
prasarana lingkungandanpemeliharaan sarana

pemukiman, antara lain:

IdeaJnya, setiap Desa sudo.h mem.illlri Peratur&n Oesa tentang
kewenangan berdasarkan hak aeal usul dan kewenangan loka!
berskala De... yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. Namun demijdan. faktanya masih banyak Pernerintah
Oesa yang belum menyusun Perde. tentang kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenagan loka! berskala desa. Oleh
sebab iru, uotuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan
Dana Desa sesuai kewenangan Desa, perlu adanya petunjuk tekois
pricritas penggunaan Dana Desa berdasarkan daftar kewenangan
Deea dl bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarak8t 0e$A.
a. Daftar KoptaD Prlorlta. Bldan., PembancunaDDeaa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembe.ngandan pemeUharaan
sarana prasarana Deso
aJ Pengadaan, pembangunan,

2. Daftar Ke,lataD PembaDCUDJU>dan PemlHlrdayaan Muyuabt
Den Berdaaarll:&DKowe_upD De.a

1. Peuetapau Daftar KeweDJU>pDDe..

Dana Desa sebagnl salah satu sumber pendapatan Dess,
pemanfaatannya atau penggunaannya w&jib berdasarkan daftar
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-ueul dan kewenangan lokal
berskala Desa.

Pemerinto.h Kabupaten Lombok Barat telo.h menyusun Peraturan
Bupati Nomor13Tahun 2016 tentang KewenanganBerdasarkan Hak
AsaJ usui dan Kewenaogan Lokal Skala Desa. Dengao terbitnya
Perbup tersebut maka Pemerinto.h Desa wajib menindaklanjutinya
dengan menyusun Peraturan Oesa tentang kewenangan benlasarkan
hak asal usul dan kcwenangan lokal berokala Desa sesuai dengan
situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
Peraturan Dess tentang kewenangan berdasarkan hak aoa) usul dan
kewenangan loka! berskala Desa Ini menjadikan Desa berwenang
mengatur dan mengurus sendlri urusannya, termasuk penggunaan
Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai
Dana Oesa harus rnenjadi bagian dan kewcnangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan loka!berskala Desa.

DESADANAB. PENETAPAN PRIORlTAS PENGGUNAAN

BBRDASARKAN KEWEIfANGAN DESA



perncliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
I.pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;
3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. pembangkit listrik tenaga angin;
5. instalasi biogas;

danpengembangan

pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan

kawasan DAS;
2. tambatan perahu
3. dermaga apung;
4. tambat apung (buoy);
5. jalan pemukiman;
6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. jalan poros Desa;
8. jalan Desa antara pcrmukiman ke lokasi wisata;
9. jembatan Desa:
10. gorong-gorong;
1 I. terminal Desa; dan
12. sarana praearana eraneportasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pernbangunan,

danpengembanganpembangunan.b) Pcngadaan,

1. pembangunan Iatau perbaikan rumah sehae untuk fakir
miskin;

2. penerangan jalan lingkungan pemukiman;
3. pedestrian;
4. drainase;
5. tandon air bersih atau penampung air bujan bersama;
6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke

rumah penduduk;
7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. surnur resapan;
9. selokan;
10. tempat pembuangan sampah semen tara;
11. gerobak sampah;
12. kendaraan pengangkut sampah (kendaraan roda 3 dan

atau Roda 4);
13. mesin pengolah sampan;
14. pembangunan ruang terbuka hijau;
15. pembangunan bank sampah Desa; dan
16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.



I. taman bacaan maSYarakat;
2. bangunan PAUOmilik Desa bagi Oesa yang belum ada

gedung PAUD;

3. pengembangan bangunan/rehabllitasi gedung PAUD
untuk PAUD Holistic integrative (HI);

4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

pemeliharaan sarona prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bc:rsih bc:rskala DC3a;
2. jambonisasi unruk masyarakat .ruskin;
3. mandl, cud, kakus (Mel{) komunal;
4. mobil/kapal motor untuk ambu1an Desa;
5. bale; pengobatan;
6. posyandu keluarga;
7. pcskesdea/polindes;
8. posbindu;
9. tikar perrurnbuhan [alat ukur lings; badan unruk bayi]

sebagai media deteksi dini stun ling;
10. reagen rapid res kid untuk men84ii sampel-sampel

makanan;
11. alat antrOpometri; dan
12. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawaran Oesa

b) Pengadaan, pombangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan
kebudayaan antara lain:

danpengembanganpembangunan,a) Pengadaan,

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhlldap Pelayanan Sosial
Dasar

6. jaringan distribusi tenaga Iistrik (bukan dati PLl'I);dan
7. sarana prasarana cnergi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan dipulUskan dalam musyawarah
Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan perneliharaan
saran a dan prasarana informasi dan kornunikasi, antara
lain:
I. jaringan internet untuk warga Deas;
2. website Desa;
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4. radio Single Side Band (SSB)/ hand talky (HT) dan

pemancamya; dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Oesa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.



3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana usaha ekonomi Oesa
a) Pengadaan, pemhangunan, pengembangan dan

pemeUharaan sarana prasarana produksl usaha pertanian
untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala
produktlf ynng dlfokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan nesa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskaia kecil;
2. pembangunan atau perbaikan embu.ng Oe08;
3. irigasi tersier Desa;
4. percetakan lahan pertanian;
5. koJam ikan;
6. kapaJpennngkapikan;
7. tempat pendaratan kapaJ penangkap ikan;
8. tambak garllm;
9. kandang ternak;
10. mesin pakan ternak;
11. mesin penetas tetur;
12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian

(saprotan);
13. pengcringan hasil pertanian (lantai jernur gabah, jagung.

kopi, cokJat.,dan kopra,);
14. Oudang pendingin (cold storage);

5. wahann permainan anak di PAVO;
6. taman beh\jer keagamaan milik Desa;
7. sarane dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
9. bangunan perpustakaan Oe$8;
10. buku/bahan bacaan perpustakaan Oe08;
II.balai pelatihanjkcgiatan belajar masyarakat
12. gedung sanggar seni/ ruang ekonomi kreatlf;
13. film dokumcnter
14. peraJatan kesenian dan kebudaynan;
15. pembuatan galeri atau museum Desa;
16. pengadaan media kcmunikasi, inIormasi. dan edukasi

(KlE) terkait hak artak, gizi dan kesehatan ibu dan anak
serta iau anal< lain, ke1uarga berencana dan kesehatan
reproduksi di Oesa;

17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari
sekolah yang aman bagi anak; dan

18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
yang sesual dengan kewenangan Oe08 dan diputuskan
daJam musyawarah Desa,



15. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan
pompa air);

16. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring,
pancing, dan perangkap);

17. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
18. kerarnba jaring apung;
19. keranjang ikan;
20. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
21. alat produksi es;
22. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan

perikanan);
23. tempat penjemuran ikan; dan
24. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Doss dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana jasa serta usaha industry dan/ atau
industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. mesin penepung ikan;
4. mesin penepung ketela pohon;
5. mesin bubut untuk mebeler:
6. mesin packaging kcmasan;
7. roaster kopi;
8. mesin percetakan;
9. bioskop mini;
10. alat pengolahan hasil perikanan;
11. docking kapal (pcrbengkelan perahu dan mesinl; dan
12. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian

lainnya yang sesuai dengan kcwenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan prod uk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain;
1. pasar desa;
2. pasar sayur:
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko online;
6. gudang barang;



musyawara,h Desa.
d) Pengadaan, pcmbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasamna Desa WisataJ antara lain:
I. ruang ganu danjatau toilet;
2. peryola;
3. gazebo;
4. lampu loman;
5. pagar pembatas;
6. pondok wioata (homestay) ;
7. panggung kesenianjpemmjukan;
8. kios cendcramata;
9. pusatjajanan kutiner;
10. ternpat ibadah;
II. rnena ra pandang (uiewing deck);
12. gapura identitas;
13. wahana permainan anak;
14.wahana permainan outbound;
IS. taman rekreasi;
16. tempat penjualan tiket;
17. angkutan wisata;
18. tracking wisata mangrove;
19. peralatan wisata snorkeling dan diving;
20. papan lnterpretast:
21. sarona dan prasarana kcbersihan;
22. pembuatan media promosi (bro,ur, leaflet, audio

uisua~;
23. internet comer; dan
24. sarana dan prasarana Desa wiuta lainnya yang 5CSUai

dengan kewcnangan Dcsa dan diputuskan dalam
musyawnrah Desa,

e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan praaarana Teknologi Tepat Ouna ("ITG)untuk
kemajuan ckonomi yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk ungguIan Deso dan/stau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1.penggUjngan padi;

2. peraut kelapa;
3. penepung bijj-bijian;

4. pencacah pakan ternak;
S. mesin sangrai kopi;

lainnya yang sesuai
diputuskan daIam

7. tempat pemasaran ikan; dan
8. sarana dan prasarana pemasaran
dengan kewenangan Desa dan



5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana slam
dan/atau kejadian Iuar biasa lainnya yang meliputi:
I. kegiatan tanggap darurat bencana alarn;
2. pembangunan jalan evakuasi daJam bencana gunung

berapi;
3. pembangunan gedung pengungsian;
4. pembersihan lingkungan pcrumahan yang terkena bencana

alam;
5. rebabilitasi dan rckonstruksi lingkungan perumaban yang

terkena bencana alam;
6. pembuatan peta potensi rawan beneana di Desa;
7. P3K untuk bencana:
8. A1atPemadam Api Ringan (APAR)di Desa; dan
9. sarana prasarana un tuk pcnangguJangan bencana yang

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
daJam musyawarah Desa.

6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;

8. traktor mini;
9. pemipil jagung;
10. pengolahan limbah sampah;
11. kolam budidaya; dan

13. sarana dan prasarana Jainnya yang sesuai dengan
.kcwcnangan Desa dan cliputuskan daJam musyawarah
Desa.

4) Pcngadaan, pembangunan, pengembangan dan pemcliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara
lain:
1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan eungac
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abraei pantai;
6. pernbangunan talud:
7. papan infor.masi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (restockingllokal;
9. rebabilltasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan bidup

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
cliputuskan daJam musyawarah Desa.



Sembarangan;
12. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan

pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
13. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi

dan anak (PMBA),stimulasi tumbuh kemban, PHBS,
dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar
Desa Posyandu, BKB,PKK,dU);

14. pengelolaan balai pengobatan Oesa dan persalinan;
15. pelatiban pengembangan apotek hidup Desa dan

produk hotikulrura;
16. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan

untuk ibu hamil, nifas dan rnenyusui, keluarganya
dalam merawat anak dan lansia;

17. penguatan Pos penyuluhan Oesa (Posluhdes);
18. pendampingan pasca persaJinan, kunjungan nifas,

dan kunjungan neonatal;

BesarAir

sekolah;
8. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan

pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta
pencegahan perkawinan anak;

9. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
10. sosialisasi gerakan aman pangan;
11. sosiansasi OOFjBebas Buang

penyediaandanpertumbuhan7. pemantauan
makanan
sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak

b. Daftar Keglatan Priorltaa Blelang Pemberelayaan Muyarakat
Deaa

I) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial
Dasar

a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,
antara lain:

1. pelatihan pengelolaan air minum;
2. pelayanan kesehatan lingkungan;
3. bantuan insentif untuk kader PAUO, Kader

posyandu, dan Kader pembangunan manusia (KPM),
khusus Kader posyandu paling sedikit Rp. 100.000,­
sedangkan insentif kader yang lain menyesuaikan
kcmampuan kcuangan dcsa;

4. honorarium instruktur senam;
5. alat bantu pcnyandang disabilitas;
6. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang

ramah terhadap anak penyandang disabilitas;



danpelayanan pendidikankegiatanb) pengelolaan

dengan
dalam

yang sesuai
diputuskan

masyarakat Oesa Iainnya
kewenangan Desa dan
musyawarah Desa.

kcsehatanpelayananpengelolaan34. kegiatan

berbasis era Digitalisasi;
26. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bag; penyandang

disabilitas;
27. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi,

kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak,
stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

28. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan
dalam mernberi ASI, pembuatan makanan
pendamping ASI, stimuiasi anak, cara mcnggosok
gigi, dan euei tangan pakai sabun untuk 1000 hari
perrama kehidupan;

29. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana
dan pembangunan keluarga;

30. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan
anak dan perlindungan Anak;

31. pelatihan Kader K.eamanan Pangan Desa;
32. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat

dan pelaku usaha pangan;
33. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan

kcmprescr dalam penangkapan ikan; dan

dalam pengelolaan
kelompok UPPKS

peningkatan peran mitra Desa
pengembangan keterampilan

25.

19. pendampingan untuk pemberian imunisasi,
stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam
pengasuhan, dl1;

20. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
21. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan

sehat (PHBS), gizi seimbang, peneegahan penyakit
seperti diare, penyakit menular, penyakit aeksual,
HlVIAIDS, ruberkulosis, hipertensi, diabetes
mellitus dan gangguan jiwa;

22. sosialisasi dan promosi keluarga bereneana serta
kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

23. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga;

24. pelatihan pcngclolaan kapasitas kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS);



keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat
kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

2. penyelenggaraan pengernbangan anak usia dini secara
holistik integratif (PAUDHI):

3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi
orangtua anak usia 0..2 tahun;

4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi
peneegahan stunting di Desa,

5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6. penyuluhan rnanfaat data kependudukan bagi kader

pembangunan Desa;
7. pelatihan ketermnpilan perlindungan anak dan

keterampilan kerja bag; remaja yang akan memasuki
dunia kerja;

8. pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pembcrdayaan bidang seni, budaya, agama,

olahraga, dan pendidikan non formallainnya;
10. pelatihan pernbuatan film dokumenter, jumalis,

pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet
(film, fcto, tulisan, vlog, dan media lainnya);

11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan
anak;

12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan pada percmpuan dan anak, termasuk tindak
pidaoa perdagangan orang;

13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah
fATS)bagi warga miskin;

14. pemberian banNan peralatan pendidikan sebelum anak
diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dan
keluarga tidak mampu, minimal jcnjang pendidikan
menengah,

16. pernberian bantuan biaya pendidikao untuk anak
berkebutuhan khusus;

17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan
parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia
sekolah;

18. pelatihan menenun/rnembatlk dengan menggunakan
warna alamo motif-motif yang sudah ada dan/atau
diciptakan sendid dan/ atau sesuai tren;

guru/pembina
taman belajar

kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif

PAUD/TK/'fPA/TKA/TPQ / guru



1. pengolahan limbah pcternakan untuk energi biogas;

12. pembuatan bioethanol dan ubi kayu;

eJ pengembangan energi terbarukan, antara lain:

21 Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan
teknis dan sumber daya lokal yang t.ersedia, meliputi:

aJ pengelolaan tingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2. pengelotaan sarana pengolahan air limbah; dan
3. pengelolaan tingkungan pemukirnan lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
rnusyawarah Desa.

bl pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1. pengelolaan terminal Desa;
2. pengelolaan tambatan perahu; dan
3. pengelolaan transportssi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang eliputuskan dalarn musyawarah

Oesa.

19. pelatihan Pembuatan produk/karya krcatif yang
merupakan kcunikan{ke- khas-an Desa tersebut sesuai
kebutuhan pasa.r;

20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau
modem;

21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa
kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kemera, komputer,
mesin percetakan;

22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk
berpromosi baik elimedia online atau offline;

23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pernula bagi
rnasyarakat Desa;

24. pelatihan eara konservasi produk/karya kreatif bagi
para pelaku kreatif, misaJnya eara pendokumentasian
melalui tulisan dan visual;

25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam
mengakses pennodalan baik elibank dan non-bank;

26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi
Desa;

27. pendidikan/ pelatihan konservasi sumberdaya peeisir:
dan

28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.



19. karet;

20. olahan ikan (nugget, bakso k uk . .
. '. .. erup t teras), ikan asap,
ikan asm, ikan rebus dam ikan abon)'

21. olahan rumput Jaut (agar-."ar dodol' .
k ""0" , non, permen
osmetik, karagenan dll); ,

22. olahan mangrove (bolu tinta batik k . ik
23 pela!ih ..' , ertp ,permen, dll);

24
' . an pemblbltan mangrove dan vegetasi pantai;
pelatihan b _'L . ,. pem CJWJan ikan air tawar-, payau dan taut.

25. pengelolaan hutan mangrove dan vcgetasi pantai (hU~n
cemara laut); dan

26. saran~dan prasarana produksi pertanian lainnya yang
sesuar dengan kewenangan Desa dan diputuskan daJam
musyawarah Desa.

b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
antara lain: I

J. mcubelalr kayu dan rotan,
2. alat-alat rumah tangga,
3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4. kain tenun;
5. kain batik;
6. bengkel kendaraan bermoror;
7. pedagang di pasar;
8. pedagang pengcpul: dan
9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

c) pendirian dan pengembangan BUM Desa danj'atau
BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama;
2. penyertaan modal BUM Desa danj'atau BUM Desa

Bersama paling sedikit 8% dan DD;
3. penguatan permodalan BUM Desa darr/atau BUM Desa

Bersama; dan
4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Oesa
diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama yang difokuskan kepada pembenrukan dan
pcngembangan produk unggulan desa danj'atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
J. pengelolaan hutan Desa;
2. pengclolaan butan Adat;
3. industri air minum;



1

10. produk ungguJan lainnya yang seeuai dengan
kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarab Desa.

eJ pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
masyaraknl yang diIokuskan kepada pembenlukan dan
pengembangan produk unggulan o •• n dan/atau produk
unggulan kn\\!Qsan pedesaan, antara loin:
1. hutan kemasyarakatan;
2. hutan tanaman rOkyat;
3. kemitraa.n kthutanan;
4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
5. pembentulean dan pengemhangan usaha industri keciJ

dan/atau industri rumahan;
6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran

untuk usaha ekonomi masyarakst: dan
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi

lainnya yang sesuai denga_n kewenangan Desa dan
dipuluskan dalam musyawarah Desa.

I) pemanfaatan Teknologi Tepat Ouna untuk kemajuan
ekonomi yang diIok1!skan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggWan desa danfatau produk
ungguIan kawasa.n perdesaan, aotara Ialn:

1. sosialisasl ""G~
2. pos pelayanan teknologi Desa (PosyantekdesJ;
3. percontohan 'ITO untuk produksl pertanian,

pengembangan sumber sumber energi perdesaan,
pengembangan sarana transportasl dan komunikasi
serta pengembangan jasa dan induetri kceil; dan

4. sosialiaasi eitem informasi pencatatan hasil tangkapan
ikan;

5. sostallsasi sitem infonnasi cuaca dan iklirn; dan

4. industri pariwisata oesa;
5. pengolahan ilean (pengasapan, pe.nggaraman, dan

perebusanJ;
6. pengelolaan wisata nutan mangrove (tracking, jelajah

mangrove dan wisata edukasiJ; dan
7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi

pantai:
8. pclatlhan pembenihan ikan;
9. pelatihan usaha pemasaran dan dlstrlbusi produk

perikanan; dan



4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kcsiapsiagaan
menghadapi tanggapdarurat bencana serta kejadian luar biasa
lainnya yangmeliputi:
a) penyediaan layanan informasitentang bencana;
b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat daJammcnghadapi

bencana;
e) pelatihan tenaga sukarelawan untuk pcnanganan beneana;
d) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mltigasl;dan
e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai

dengan kcwcnangan Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

5) pelestarian lingkunganhidup antara lain:
a) pembibitanpohon langka;
b) reboisasi;
c) pembersihan daerah aJiran sungai;
d) pembersihan daerah sekitar pantal (bersihpantal)
e] pemcliharaan hutan bakau;
Q pelatihan rehabilitasimangrove;
g) pelatihan rehabilitasi terurnbu karang;
h) pelatihan pengolahen limbah; dan
IJ kegiatan lainnyayang sesuai dengan kewcnanganDesa

yang diputuskan daJammusyawarah Desa.

6. pengembangan dan pemanfaatan ITO Iainnya yang
sesuai dengan kewenanganDesa dan diputuskan dalam
musyawarah Oesa.

g) pengelolaanpernasaran hasil produksi usaha SUMDesadan
usaha ekonorni lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk ungguIan desa
danl atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:
1. penyediaan informasihargaj pasar;
2. pameran hasil usaha SUMDesa, usaha ekonorni

masyarakat dan/atau koperasi;
3. kerjasama perdaganganantar Desa;
4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;dan
5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Dcsa.



marginal;

pengelolaan perikanan; dan
6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarab Desa.
c) menyusun pereneanaan pembangunan Desa eesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan asct Desa;
2. penyusunan profil Desaj'data Desa;
3. penyusunan peta aset Desa;
4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem

perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi
kemiskinan terpadu;

5. dukungan penetapan 10M;
6. pcnyusunan peta Desa rawan bcncana; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa,
d) menyusun pereneanaan dan penganggaran yang berpibak

kepada kepentingar warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
2. penyeleoggaraan musyawarah kelompok warga miskin,

warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok

Desa;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil

perikanan;
S. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam

2. penyusunan rancangan prograrnjkegiatan pembangunan
Desa yang berkelanjutan;

3, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di

6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tala kelola
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola
oleh Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem inIormasi Desa (SID);
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau

balai rakyat;
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa

seeara berkelanjutan dengan mendayagunalcan sumber
daya manusia dan sumber daya alarn yang ada di Desa,
antara lain:
1. penyusunan arah pengembangan Desa;



2. penyelenggaraan musyawarab Desa; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
g) melakukan pendampingan masyarakar Desa melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan
masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara
lain:

3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa
sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi
bagi anak-anak di Desa;

4. rem bug stuntingdi Desa;
5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dan

musrcnbangdes;
6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dan

musrenbangdes:
7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok

masyarakat dan keluarga;
9. pelatihan bagi kader Desa ten tang gender;
10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan

kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perernpuan,
dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
yang bersifat afirmasi;

11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender bagi fasilitator Desa;

12. kegiatan lainnya yang sesuai dcngan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan pernbangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa, antara lam:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset

Desa berbasis data digital;
2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang

terbuka untuk publik;
3. pengernbangan sistem informasi Desa yang berbasis

masyarakat; dan
4. kegiatan lalnnya yang sesual dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa,
q mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan
kcbijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,
antara lain:
1. penyebarluasan informasi kepada rnasyaralcat Desa

perihaJ hal- hal strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa;



1. pelatihan kadcr/pendamping forum anak (atau kelompok
anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan
memfasititasi anak, dan pengorganisasian;

2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data
dasar De$$.1 aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga,
dan isu anak lainnya;

3. advokasi pernenuhan hak anak, perempuan, difabel
warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses
administrasi kependudukan dan catatan sipil;

4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya
ikan, petambak gararn, pengolah ikan, dan pemasar
ikan; dan

5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa,

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat Desa untuk
pengernbangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan! atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:
1. peiatihan usaha pertantan, perikanan, perkebunan,

industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan industri rumahan;
3. pelatihan teknologi tepat guna;
4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyerakat Desa

sesuai kondisi Desa;
5. Pelatihan pemandu Wisata;
6. Interpretasi wisata;
7. Pelatihan Bahasa Asing;
8. Pelatihan Digitalisasi;
9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok

sadar wisata/ Pokdarwis;
11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah

lingkungan;
13. Pelatihan pengemasan ikan!produk!kan;
14. Pelatihan teknik pemasaran online;
15. Pelatihan oembuatan rencana usaba perikanan; dan
16. kcgiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk

rnendukung pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan!atau produk unggulan kawasan

1,



1.Tahap Ke-l : Muayawarah Desa -RPJMDeBa
Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis, seperti. penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan
Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif,
demokratis, dan transpamn.
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari
hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati
dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa dilakukan di forummusyawarah Desauntuk

1

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses
perencanaan dan penganggaran desa, Dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesedan
APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan
penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana
Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDe.a.
Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
adalah sebagai berikut:

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarab Desa.

6. pcnyelenggaraan mueyawarah Oesa untuk
pertanggungjawaban dan serah terima hasil
pembangunan Desa;dan

1. pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis kornunitae;
3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. pengembangan bantuan bukum dan paralegal Desa

untuk penyelesaian masaJah steam mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitaa paralegal Desa;

perdesaan yang sesuai dengan kewcnangan Desa dan
dipuruskan dalam musyawarah Desa.

i) melakukan pengawasan dan pemantauan pcnyelenggaraan
Pemerintatian Desa dan pembangunan Desa yang
dilakukan aecara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara
lain:



2. Tahap Ke-2: Peralapan Penyusunan Rancangan RKP Dela

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa
berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab,
kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana
Oesa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPDesa,

b.Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya
terkait penggunaan Dana Desa, Peme.rintab Daerah Kabupaten
berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di
wUayahnya tentang infonnasi sebagai berikut:
1) pagu indikatif Dana Desa;

2) program/kegiatan pembangunan rnasuk Desa yang dibiayai
dengan APBDkabupaten, APBDprovlnsi, danj'atau APBN;dan

3) data tipologi Desa berdasarkan pcrkembangan Desa yang
dihituog berdasar 10M.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft
rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal
sebagai berikut:
1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan

kegiatan-kegiatan pembangunan dan pcmberdayaan
masyarakat Desa yang aken dibiayai Dana Desa;

2) pagu indikatif Dana Desa;

penyusunan RKP Desa khususnya tahapan pencermatan uJang

dokumeu RPJM Desa.
Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah

Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan
masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait
prioritas penggunaan Dana Desa harus diruangkan dalam dokumen
Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan
perundang-undangan ten tang musyawarab Desa.
Adapun hal-hal dibahas dalam Musyawarah desa terse but, paling
sedikit meliputi:
a. Pencennatan Ulang RPJMDes;
b. Evaluasi RKPDes tahun sebelurnnya;
c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;

d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.
Hasil kesepakatan musyawarab Desa tentang prioritas
penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen
berita acara dan menjadi pedoman pemerintab Desa dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).



kegiatan pembangunan dan/atau pemberctayaan•

memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan,
serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar rnasyarakat Desa.
Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan
kegiatan pernbangunan dan/ atau pemberdayaan masyarakat
Desa bennanfaat bagi masyarakat adalah penila)an terhadap
desain rencana kegiatan pembangunan darr/atau pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan kccepatan dan kedalaman
pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang

direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan
kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup
masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

dan penanggulangan kemiskinan.
Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan eara mengutamair.an

masyarakat Desa denganuntukeebesar-besamya

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prlorlta.s Penggunaan Dana Dela
d.Jam Penyusunan Rancangan RKP De.a

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang
diadakan untuk mernbahas penyusunan RKP Desa dan juga
berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan
dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan c1ibantu Tim
Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan

pembangunan dan/ atau pemberdayaan rnasyarakat Desa yang akan
dibiayai Dana Desa. Tata cara mencntukan prioritas penggunaan
Dana Des. dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan

penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/ atau
pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam

rnusyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:
a. Priorltas Berdaaarkan Kemanfapatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang

3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai
dengan APBDkabupaten, APSD provinsi, danj atau APBN;dan

4) data tipologi Desa berdaseeken perkembangan Desa yang
c1ihitungberdasar 10M.

5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang
terpadu dengan programj kegtatan pembangunan masuk Desa.



Desa yang berdampak langsung terhadap pcncapaian tujuan
pcmbangunan Desa, meliputi;
I) kegiatan yang mempermudah masyarekat Desa mempcroleh

pelayanan kesehatan an tara lain penanganan anak kerdil
(stunfin9j dan pelayanan sizi anak-anak;

2) kegiatan pcngembangan kapasilas dan kapabilitas masyarakat
Dcsa mulai dati anak-anak, remaja, pernuda dan orang dewasa
antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung
pengembangan ekonomi produktif;

3) pcngembangan usaha ekonoml produktif yang paling potensial

untuk meningkatan pendapatan aali Desa, membuka lapangan
kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi

bag; masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
4) kegiatan pembongunan Desa yang dikelola melalui pola padat

karya tunai agar berdampak nyala pada upaya mempercepat
penangguiangan kemiskinan eli Desa; dan

S) kegiatan pelestarian Iingkungan hidup dan penanganan
beneana alam yang berdarnpak luas terhadap kesejahteraan
masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir,
kebakaran butan dan laban. serta tanah 10ng80r_

b_Prlorlt&a BerduarltaD Parti.ipul Muyaraltat

Penggunaan Dana Desa dikelola mclalui mekanisme
pembangunan partisipatif yang tumpuannya ade.tah peran aktiI
masyarakat Desa dalam tahapan pcrencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pcnggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakal Desa yang
akan dibiayai Dana Desa dengan didukung masyarakat Desa,
dinilai dengan cara sebagai berikut:

J) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa
lebih e1iutamakan. dibandingkan kegiatan yang tldak dan/atau
lebih sedikit e1idukung masyarakat Desa:

2) kegiatan yang direneanakan dan dikelola sepenuhnya oleh

masyarakat nesa dan/atau diselenggarakan oleh pernerintah
Dcsa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan
dibandingkan dengan kegialan yang tldak melibatkan
masyarakalDeaa;dan

3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oloh masyarakat
Desa lebih dlutamaksn.



pcmbangunan Desa,mempercepat terwujudnya rujuan
diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebib

yang inovatif akanmasyarakat Desa
pembangunan dan/atauUsulan kegiatanberkelaqjutan.

pemberdayaan

dan antar Desa bisa menjadi
dan pemberdayaan yang

alas kegiatan inovasi dari
model pembangunan

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Deaa yaitu
peningkatan kualitas bid up masyarakat Desa,
peningkatan kesejahteraan masyarakat Deso dan
penanggulangan kerniskinan. Pertukaran pengetanuan

danmempcrdaJamuntukdifokuskaninovatif

c. Priorita. Bercla.a.kan Swakelola dan PeDclayagu.......
Sumberdaya De ..

Kegiatan pcmbangunan dan/atau pemberda,yaan masyarakat
Desa yang dibiayai Dana De$8.diarahkan untuk mcnjadikaD Dana
Dcsa tetap berputar di Oesa. Cara mcmutar Dana Desa secara
berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleb Desa

dengan mendayagunakan eumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan danJotau pembcrdayaan masyarakat

Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam

yang ada di Deaa lebib diprioritaskan dibaDdingkan dengan
kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga
danIatau tidak mendayagunakan swnberdaya yang ada di Desa.

d. Prlorlta. Bercla.a.kaQ KeberlaDjutan

fujuan pembanguno.n Desa akan mudah dicapai apablla kcgiatan
pembangunan danJatau pemberdayaan masyarakat Desa yang

akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola seeara
berkelanjutan. Prasyarat kcberlanjutan adalah kegiatan

pembaDgunan dan/atau pemberdayaan maayarakat Desa barus
memiliki rcncana pengelolaan daJam pernanfaatannya,
pemeliharaan, perawatan dan pelcstariannya, Dana Desa
diprioritaskan membioyai kegiataa pcmbangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang bcrkelanjutan
dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Priorit&s Berdaaarun Pralr:a.rsa lnovae' De...

Kcbaharuan melaJui pengembangan kegiatan
pembaDgunan cIa.n pcmberdayaan masyarakat Oesa yang



4.Tahap Penetapan Rencana Priorltaa PeJ1UUllR&ll Dana DeB.

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan danj'atau pemberdayaan
masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa,
Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri
daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana
Anggaran Biaya yang bersumber dari. Dana Desa. Daftar kegiatan
beserta lampirannya menjad! masukan dalam menyusun rancangan
RKPDesa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa
rancangan RKPDesa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang
akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk
rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus

masyarakat Desa,

Penentuan prioritas berdasarkan inovasi desa dapat diambil dari
komitmen Pernerintah Desa dalam mengadopsi dan mcrcplikasi
kegiatan Inovasi Desa pada saat pelaksanaan Bursa Inovasi Desa
tahun sebelumnya.

f. Priorita. Berdaaarkan Kepastian _clanya Penp"aoan
Dana Desa digunakan untuk membiayai kcgiatan pembangunan
dan! atau pemberdayaan rnasyarakat Desa yang pengelolaannya
dilakukan seeara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa
harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi
penggunaan Dana Desa. Kcgiatan yang dibiayai dari Dana Desa
hams dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau
ruang yang dapat diaksee masyarakat Desa.

g. PengembaJ1&1LD keglatan ell luar prlorltaa peDggUnaaD Dana
Dela

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bag! Desa
yang belum memiliki kantor Kopala Desa dan/atau pembinaan
kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat
mewajibkan, maka prasyarat pcnggunaan Dana Desa di Iuar
kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabUa bupati
menjamin bahwa seluruh kegiatan pcmbangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakst Desa
sudah mampu dipenubi seluruhnya oleh Desa.

kesejahteraandanmasyarakat,ekonomlpeningkatan



dibahas dan disepakati dalam musrenbang Oesa ini, Rancangan RKP
Oesa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa
yang diseicnggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasi! kesepakatan dalaro musrenbang Oesa menjad! pedoman bagi

KepalaDesa dan BPOdalam menyusun Peraturan Oesa tentang RKP
Desa, Kepala Oesa dan BPO wajib mempedomani peraturan Desa
tentang RKPOesa ketika menyusun APBOesa



1. Pembinaan dan Pengawasanoleh PemerintahDaerah
Pembinaan, pemantauan, dan evaluaaipenggunaanDana Desa yang
diJakukanpemerintah kabupaten, meliputi:
a..menetapkan pengaturan yang bcrkaitan dengan Dana Desa;
b.membuat pedoman teknis kegiatan yang dapal didanai daM Dana
Desa;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi peIaksanaan penggunaan
Dana Desa; dan

d.memberikan bimbi:ngan, supervisl, dan konsuJtasi pelaksanaan
pengeloJaandan penggunaanDana Desa.

2. Fasilitasi oleh Camal
Carnal, sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa,
melaksanakan fasilitasipenggunaanDana Desayang meliputi:
a. memfasilitasipenggunaan dan pengelolaanDana Desa;
b.mcmberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait
penggunaan dan pengelolaanDana Desa;dan

c. melakukan pengawasanpenggunaan dan pengelolaanDana Desa.

Pembinaan, pernantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa, rneliputi:

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan
dengan pendekatan pemberdayaanmasyarakat Desa. Dalamkaitan ini,
Undang-Undang Desa memandatlcan bahwa penyelenggaraan
pembcrdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan
pendampingan daJarn proses perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara
berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level
desa secara tcknis dilaksanakan oleh eamat, satuan kerja perangkat
daerah Kabupalen dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping
profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan!atau pihak
ketiga, scbagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan,

BAS III

PEMBINAAN, PEMANTAUAM DAM EVALUASI



B. Pelaporan
1. Pelaporan dan Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan
proses penyampalan data dan / atau informasi Dana Desa mengenai
perkembangan, kemajuan setiap tahapan dan mekanisme penetapan
prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban meJaporkan
penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada bupati. Laporan
prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai

berikut:
1. Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan

kewenagan lokaJ berskala desa;

2. Perdes tentang RKPDesa;

3. Perdes tentang APBDesa;
4. Laporan reaJisasi penggunaan Dana Desa

2. Pelaporan daJam Kondisi Khusus

Kabupaten
dan/ tertulismemberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penggunaan

A. Publikasi
. Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah

Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses
masyarakat Desa yang diJakukan secara swakelola dan partisipatif dengan

melibatkan peran serta masyatakat Desa. Sarana publlkasi prioritas
penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melaJui:
1. baliho;
2. papan infonnasi Desa;

3. media elektronik:
4. media cetak;
5. media soeial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaj1eq;

8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas
Dana Dcsa di ruang publik, Pemerintah Daerah

BAD IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN



I. Layanan telepon: 1500040
2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPlD: Oedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
4. Layanan Sosia! Media:

a. @Kemendesa(twittery ;
b. Kemendesa.l (Facebockj;
c. e-ccmplaint.kemendesa.go.id. dan
d. website http: www.lapor.go.id
(LAPORKantor Star Presiden KSp).

ten tang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa dan seeara berjenjang ke pusat layanan
pengaduan Kernenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta Kantor Star Presiden (KSP).sebagai berikut:

penggunaan Dana Desa,
pengaduan masalall-masalah

3. Partisipas[ Masyarakat

Dalam meiaksanakan prioritas
masyarakat Desa berhak menyampalkan

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara

mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar
mekanisme pelaporan berkala Pelaporan khusus ini bentuk
dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan
yang ada.



1

A. PELAKSANAAN PEMBAN.GUNANDESA DENGANPOLA PADAT KARYA

TUNAl

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai

di Desa. Padat Karya Tunal di Oesamerupakan kegiatan pemberdayaan
kcluarga miskin, pcngangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang
bersifat produktif berdasarkan pcmanfaatan sumber daya alam, tenaga
kerja, dan teknologi lokaJ daJam rangka mengurangi kemiskinan,
meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
1. Padat karya tunai di Desa adalah

a. diprioritaskan bagi:
1) anggota keluarga miskin;
2) pcnganggur;
3) setengah penganggur: dan

4J anggota keluarga dengan balita gi~ buruk dan/ atau kekurangan gizi
kronis (sturtting);

b. memberikan kesempatan kerja sementara;
c. menciptakan kegiatan yang berdarnpak pada peningkatan pendaparan

tanpa scpenuhnya mcnggantikao pckerjaan yang lama;
d. mekanisme daJam penentuan upah dan pcmbagian upah dibangun

sccara partisipatif dalam musyawarah Deea;
e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendin oleh Desa sesuai

dengan kebutuhan lokaJ; dan
f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesean atau

pendayagunaan sumberdaya alam sccara lestari bcrbasis
pemberdayaan masyarakat.

2. Ma.nfaat padat karya tunai
a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur,

keluarga miskin, dan keluarga dengan baJita gizi buruk dan/atau
kekurangan gizi kronis (stulttill{l);

CONTOR PRIORITAS PENGGUNAANDANA DES...

BABV



b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan
partiSipa8i masyarakat;

c. mengelola poten,i sumberdaya lokal secara optimal;

·d. meningkatksn produktivit.o.s, pendapatan dan daya beli masyarakat
Desa; dan

e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, kelunrga
miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan! atau kekutangan
gizi kronis (stunting).

3. Dampak

a. teljangkaunya (oksesibiliIQs) masyarakat Desa terhadap pelayanan
dasar dan kegiaran sosial-ekonomi;

b. tuIunnya tingkat kemisklnan perdesaan;
c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;

d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

4. Suat kegiatan padat karya tunai
a. 8wakelola:

I}. kegiatan pad at karya tunal di Desa dilaksanakan melalui
mekan.isme swakelola;

2}. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat
dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan

penyedia barang dan!ataujasa.
b. mengutarnakan tenaga kerja dan materiallokal Dcsa yang berasal dan

Desa setempat, sebingga mampu meny_rap tenaga kerja toka! dan

meningkatkan pendapatan rnasyarakat Desa.
e. Upab tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika

tidak memungkinkan make. dibayarkan aecara mingguan.
Contoh-eontoh keglatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga

kelja/padat karya daJamjumJah besar:
a. rehabilitasi irigasi Desa;
b. rehabiJitasi saluran pengering/draina se Dcsa;

c. pembcrsihan daerah aliran sungai;
d. pembangunan jalan rabat beton;
e. pembangunan lombok penahan tanah/talud;

r. pembangunan embung Desa;
g. penanaman butan Desa;
b. pengh.ljauan lereng pegunungan;

i, pembasmian bema tikus;



Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapal digambarkan
sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selarna masa

kehamilan, layanan kesehatan untuk Balitai Baduta dan pembelajaran
dini yang berkualitas;

3. masih kurangnya akses rumah tangga/kcluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mcnangarn anak kerdil
(stunting) melalui kegiatan sebagal berikut:
1. Pelayanan Peningkatan GiziKeluarga di Posyandu bcrupa kegiatan:

a. penyediaan makanan bergiziuntuk ibu hamil;
b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusut dan anak usia 0·6

'bulan; dan
c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23

bulan.
d. penyediaan makanan bergizi untuk balita,

2. menyediakan dan memastikan akscs tcrbadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. rnenjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan schat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Ketuarga Berencana

(KBJ.
6. penyuluhan pentingnya pcngasuhan anak kepada pada orang tua;

7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;

stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak banta akibat kekurangan
gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi
gagal tumbuh pada anak banta disebabkan oleh kurangnya asupan gizi
yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai
terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek
dan standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan
anak dapat dilihat pada buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA)
Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengaJami
stunting akan mcmiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan
anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat
beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara
luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kemiskinan dan mernperlebar ketimpangan.

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN OIZI KRONlS (STUNTING)



1b. pemberian makanan tambahan;

Konsep PAUOHI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun
2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif yang selanjutnya disingkat PAUDHl adaJab upaya pengembangan

anak usia dini yang dila.kukan untuk memenuhi kcbutuhan esensial anak
yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistemads,
dan terintegrasi. PAUDHI merupakan bentuk komitmen Pemcrintah daJam
menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dioi dalam hal
pendldikan, kesehatan, gjzi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan
dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh,
terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat,
cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkuaJitas
dan kompetitif. Pelaksanaan PAUD Hl di lapangan dilakukan dengan

mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting,
dilakukan dengan cara :
a. lembaga PAUO menyelenggarakan layanan Poayandu untuk

penimbangan beret badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan

anak setiap bulan;

C. PENOEMBANGANANAKUSIA DINI HOLISTlK INTEGRATIF jPAUD HI)

15.pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih,
sanitasi, pengesuhan anak, stirnulasi, pola konsumsi dan lainnya;

16.pelatihan kader untuk melakukan pendampingan daJam memberi ASl,
pembuaron makanan pendamping ASI, etimulaai anak, cara menggosok
gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 han pertama kehidupan;

Il.bantuan biaya perawatan kesehatan danj'atau pendampingan untuk ibu
hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;

l2.penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan

neonatal;
13.penyuluhan pemberian imunisasi, surnulasl perkembangan anak, peran

ayah dalam pengasuhan, dU;
14.kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan

keluarga;

10.pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air Iimbah, dill;

8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi,

serta gizi kepada remaja:
9. meningkatkan ketabanan pangan dan gizi di Desa;



Kegiatan PAUD iii dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. stimulasi pendidikan, pengembangan icarakter dan PHBS di Lembaga

PAUDoleh guru PAUD:
2. penimbangan berat badan anak dan pcngukuran tinggi badan anak

anak oleh guru PAUD:
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oloh Petugas Kesehatan;

.4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegjatan parenting ellisi oleh narasumber dan berbagai ahli sesuai

dengan topik yang dlbanas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh
kombang anak, perlindungan anak, kesejahtcraan, pengembangan

lcarakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan
lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dUI.

PAUD HI yang dilakeanakan seeam intensi! dan masi! mampu
meneegah stunting pada anak seja.k lahir hingga 2 tahun dan
mengurangj resiko stunting pada anak dl atas 2 tahun hingga 6 tahun.
Program PAUD HI dapat dikelompokkan kcdaJam 2 kolompok besar
sesuai dengan usia Male:
1. program pengasuhan btrsama untuk orang tua dan anak usia labir-

2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah

kegia.tan parenting.
Dana Dese. untuk pelaksanaan PAUD Iii dapat diaJokasikan untuk
membiayaJ kegiatan sebagaJ berikut:
I. rak untuk tempat melnan anak;

2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mondukung sensitivitas indera,
motorik bahasa, dan sosial-emosional;

3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. karpet untuk kegia!,," orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesual ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;

c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting
dengan orang tua anak;

d. anaJ<..anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk
dilakukan pcnimbangan berat badan anek dan pengukuran
panjang/tinggj badan anak setiap bulan;

e. ICegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang
disepakati bersama.



layanan PAUD;

mcndukung kegiatan Pendidikan bagi anak-anak, antara lain:
I. Pembangunan/rehabilitasi gcdung PAUDsesuai dcngan Standar PAUD

yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas.
Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagiOesa yang belum tersedia

1

Penelidikanberperan pentlng dalam menciptakan sumber daya maousia
(SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terbadap
pcningkat8n kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptskan SDMdengan
karakter unggul, memiLikikeahllan dan keterampllan, dapat menjadi agen
perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan
jaminan pendidikan unluk anak di Desa merupakan pendorong utama
untuk peningkatan kesejahteraan Desa.Dana Oesa dapat digunakan untuk

D. PELAYAlIAlI PElfDlDIKAN BAGI ANAR

ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai [bukan terbuat dari plastik);

dan
17.obat-obatan ringan P3K.

7. alaI pe.ngukuran tinggj dan berat badan anak;

8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anal<:(Instrumen dan
Pusst);

9. kegiatan parenting untuk ibu bamildan ibu anak usia 0-6 tahun;
10.penggandaan bulru dan baban ajar untuk orang tua seauai yang

dibahas dalam parenting; dan
11.penggandaan poster-poster tcrkaJtbahan yang dipcrlukan;
12.makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun

sebaiknya dJupayakan memanfaatkan sumber makanan lokalyang
ada eliDesadengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan
setiap kegiatan (minimal2 kaIi daJam scbulan); dan

b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2
kali dalam seminggudengan melibatkan orang tua.

13.Pembuatan atau rehab toiletuntuk orang dewasa dan anak (dibual
secara terpisah] dilengkapidengan:
a. sumber air bersih;
b. pembuangan Iimbahyang benar; dan
c. poi_i.

14.tempa! euci tangan dileogkapi sabun dan handuk bersih;
15.tempa! pembuangan sampah eliruangan dan pembuangan di luar



1E. PEMBELAJARAN .DANPELATIHAN KERJA

tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentifguru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman

belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusar kegiatan
belajar masyarakat;

5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD,kader kelompok pengasuhan, bina.
Penggunaan Dana Desa dapat diprioriraskan untuk mendukung kcgiatan

pendidikan bag; anak-anak, antara lain: keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan:
7. perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bag; remaja, buku

bacaan, peralatan olab raga;
8. Sarana dan prasarana bag; anak putus sekolah, anak jalanan, maupun

anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti:

pengembangan saran a produksi pertanian, pengembangan pembibitan
untuk tanaman, perikanan, dan/ atau pcrkebunan, perbengkelan
otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.

10. Penanganan anak usia 7·18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah,
atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan
menengah untuk keluarga miskin, seperti:
a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua daJam

upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau
nonformal) dan jenis layanan pendidtkan (umum atau vokasi) sesuai

minat dan bakatnya:
c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan
. pendidikan;

d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang Pendidikan
menengah;

e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan

khusus;
f. biaya operasionai penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
g. menyedlakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk

memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

untuk2. bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasab non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan

masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain



ierkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritasakan untuk
pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk
unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan
(prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:
a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan
b. perdagangan;
c..pelatihan teknologi tepat guna;
d. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

Desai
e. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat

Desa;dan
f. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya unruk pengernbangan dan
penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai
dengan analisis kebutuban dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarab Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatiban bagi warga Desa
yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:
a. ketrampilan ketja [rnenjahit, bengkel motor Imobil, mengelas,
b. pertukangan, mernbatik, serta ukiran dan mcubelcr);

c. penguasaan bahasa asing;

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan
pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan
aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber daya rnanusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk
mengembangkan Sumber Daya Manusta di Desa, Untuk iru Pelatihan kerja
dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana
Desa dengan sasaran antara lain:
1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. (Onagakerja usia produktif;

3. kelompok usaha ckonomi produktif;
4. kclompok perempuan;

5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelornpok nelayan;
8. kelompok pengrlljin;
9. -KelompokSadar Wisata (Pokdarwis);dan
10. warga Desa danr'atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa,



Desa Inklusi merupakao sebuah pcndekatan pcmbangunan yang
menjadikan pembangunan Desa beraifat terbuka, aman, nyaman, dan
mengikutaertakan semua orang dengan berbagai pcrbedaan latar belakang,
karskteristlk, kemampuan, status, kondisi, clnik, budaya dan lainnya
termasuk warga Oesa penyandang disabilitas. Oesa lnkluai, yang terbuka
bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang
memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga
menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri­

ciri khU8US dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereks memiliki
pcrbedaan dalam kernarnpuan berpikir, eara melihat, mendengar, bicara,
beljalan, dan ada yang berbeda kemampuan daJam cara membaca, menulis
dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan ernosi,
melakulc.an interaksi sosial dan memusatksn perhatlannya. Individu berciri­
ciri khusus dengan pcrbedaan yang sanget menonjol tcrscbut ialah orang­
orang yang memi1iki disabiliras, memiliki gangguan tertenru, dan
mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di aekiter kite, dan dalam
masyarakat inklusi, kite dengan peran masing-maslng mengikutsertaken
mereka dalam eetiap kegiatan. Jadi, 0 es0 Inklusi adalah kondisi
rnasyarakat Oesa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang
seuap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan
menglkutsertakan perbedaan, Wujud Oesa Inklusi adalah pembangunan
samoa prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan
kebutuhan khusus.
Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarena dan prasarana
kqjatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:
a. Pembangunan plengsenganj'bidang miring untuk aksesibilitas bag;

difabel di tempat urnum misalnya di balai Desa, taman I)esa;
b. Penyediaan we khusus penyandang disabilitas di tempat umum

misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Oesa dan sebagainya.
c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:

1) a1at bantu dengar;

2) ruat bantu baca;
3) alat perage,
4) tongkat;
SI kursi roda,;dan

F. PEIIGEIIlIAlIGAK DESA IIIKLUSI

d. perpuetakaan Oesa yang dilengkapi dengan komputcr laptop, computer

desktop dan jaringan internet.



J. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal SUMDesa,
khususnya dlgunakan untuk modal membentuk usnba Simpan Pinjam
(USP).USPini menyalurkan pinjaman kepada maeyarakat dengan bunga
rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah
berkembang maju, da1am musyawarah Desa dapat dibahas dan
disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha
BUMDcsayaitu usaba BUMDc.Mart. SUMDesaMan adaJah minimarket
modem di Desa yang dikeloladcngan eistem kornputerisaai,

2. Sebuah Desa yang berada di pioggiran kota besar dapat
mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang
bergerak di bidang usaha pengeloJaan sampah dQJ\ Iimbah rumah
tangga, Modal awal BUMOesayang berasal dan Dana Desa digunakan
untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta peodayagunaan
limbah minyak jeJantah menjadi biodicscl. Usaha pembuatan biodlesel
dan minyak jelantah sangat potensial untuk dikcmbangkan karena
adanya kebijakan kcmandirian energi mclalui pcngembangan energi
terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan
Iimbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pcndapat asli Des.

~

Salah satu mandat Undang-Undang Desa dalah bahwa Desa harus
berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang
ada di Desa. Keberdikarian Desa di bidang ekonami akan mempercepat
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa. Salab satu Iangkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di
bidang ekonomi adalah mc.mbentuk,mengeloladan mengembangkan Badan
Usaha MiJiki Desa (BUMOesa)dan/atau SUMOesa Bersama. Perbedaan
antara BUMDesa dengan BUMD<:saBersama adalah BUMJ)(:sadibentuk
dan dibiayai oleh saru Desa, sedangkan BUMDesaBersama dibentuk eleh
Badan Kerjasama Antar Della (BKAD)dan dibiayai oleh Desa-Desa yang
terikat kerjasama antar Desa,

Penggunaan Dana Desa dapat dipricritasken untuk membiayai Desa dalam
menyertakan modal di BUMDesa danl atau BUMDesa Bersama sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMOesa
Bersama. Contoh penggunaan Dana Dcsa untuk modal BUMDesaadalah
sebagai berikut:

G. PEMBEJllTUKAK DAN PEHGEMBANGAJI BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

6) kacamata.



Embung kecll adaJah bangunan sederhana sebagai konservaoi air berbentuk
kolam/cekungan untuk menampung a.ir limpasan (run 00), mara air danj'atau

sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian book tanamnn pangan,
petcmakan maupun perikanan. Embung keen lni dapat dibuat dari bahan
beton, tanab yang diperkeras, lembaran tcrpal PE atau geomembran.
Bangunan pcoampung air Iainnya adalah banya dlbntasi berupa Dam parit
dan Long Storage Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air
lainnya mcrupakan upaya meningkatkan usaha penanlan melalui
pemanraatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal
persawahan yang tidak teraliri irigasi teknisj tadah hujan yang pada saar
musim kcmarau membutuhkan tnmbahan air agar dapat tetap produktif.
$elain itu rungsi embung dapat dikembangkan sebagal tempat wisata dan bud;
daya perikanan.
Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya
merupakan salab satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana
Desa. Pcmbuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB)
pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat
dilakukan oleh Pendamping Deea Tenik lnfratruktur. Adapun pelaksanaan

H. PEMBANGUNAN EMBUNG KECJL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR
LAINNYA OJ DESA.

3. Oesa-desa yang berada di kawasan industri rumaban konveksi (pakaian

jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama
mengcmbangkan usaba konveksi. Deea-desa yang mengikat kerjasama
membentuk Badan Kerjasama Antar Oesa (BKAO) ""bagsi badan

pengelola kerjll&ama antar Oesa untuk urusan pengelolaan usaha
konveksi. BKAO ini membentuk BUMOe... Bersama yang modalnya
dlsertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha

yang dikelola BUMDesa Bersama adaJah menyediakan bahan baku
usaba konveksl, menyediakan kredit mesln-mesm untuk usaha
konvoksi, dan memasarkan pakaian basilo industri rumn.han ke tlngkat
naslonal m.aupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam
meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvenoi
menyelenggarakan pclatlban lata busana.

(PADesal· PADesa ini diclayagunakan untuk mcningkatkan keeejahteraan
mnsyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat olcb Oesa, peningkatan
gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pclatlhan ketrampilan
kerja bag; kaum muda di Oesa.



pcmbangunannya menggunakan polo Padat Karya Tunal oleh Desa dengan

membentuk Tim Pengelola Kegiatan.
Setelah embung selesai dlbangun, opcrasionaJ pengelolaannya dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Desa (SUMoesa). Embung kecil dan bangunan penampung
air lninnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wlsata maupun usaha
perlkanan air tawar. Penda,yagunoan embung kecil dan bangunon pcnampung
air lninnya sebagai lokasl wlsata akan menjadJ sumber pendapatan asli Desa.
Sedan,gkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung
ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan
gizi bagi anak-anak,
Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dJbiayai Dana Desa

memiliki persyaratan teknis scbog».iberikut:
L Standar Teknis:
a. terdapat sumber air yang dopat ditampung (air hujan, aJiran permukaan

dan' mata air atau parit atau sungai keel!) tidak diizinkan mengambil air
dan saluran irigasi teknis;

b. jika sumber air berasal dari a1iran permukaan, maka pada lokasi tersebut
hams terdapat daerah tangkapan air; dan

c. kriteria dan komponcn cmbung keell, meliputi volume tampungan antara
SOOIIi' sampai dengan 3.000 m' dan dllaksanakan dengan sistem padat
karya oleb masyarakat setempat,

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:
a.lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat

mengalirnya aliran permukaan saat rerjadi hujan;
b. lokasi pcmbangunan embung Desa diupaynkan tidak dJbangun pada
tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Blla terpaksa dibangun
di tempat yang porous, maka embung Desa ham. dilapisi material
terpa1/geomembran;

c. embung dJbuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang
rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan kc petakpetak lahan
usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/beralnggungan dengan
kawasan lahan non irigasi teknisftadah !lujan, berpotensi untuk
pengembangan tanaman pang..n dan palawija;

d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dan sumber air
(sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;

e. ukuran Embung Desa disesualkan dengan kemampuan Desa dalam
menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan
lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.



'f4juan penggunaan Dans Desa untuk membieyai pembangunan Desa

Wisata adalah:
1. meningkatkan perckonomian Desa;
2. menciptakao Iapangan pekerjaan di Dess;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslien dan sirat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewireusaheen lokaJ; dan
5. mendorong peoingkatan Pendapatan Asli Dess (PAD)mclalui BUMDES.

Jenis'jenis kegiatan pembangunan Doss Wisata yang dapat dibiayai dari
Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:
a. pondok wisata (homestay) yang berstandar nasionaJ/intemasional;
b. toilet/MCK yang berstandar nasional/intcmasional;
c. kios cenderamata;

d. Ruang ganti dan/atau toilet;
e. Pergola;
f. Gazebo;
g. Lampu Taman;

h. Pagar Pembatas;
i. panggun.g kesenianjpertunjukan;
j. Pusat jl\.ianan kuliner;

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamlah, potensi budaya yang
tumbuh dan berkembang eli masyarakat, yaknl kehidupan 50$iaJ budaya,

kescnian, adat lstiadat, mata peneaharinn dan lainnya yang bisa
dikemban.gkan untuk menarik rninat wlsatawan loka! maupun
mancanegara datang dan berlibur ke Desa,

Iklirn pariwissta yang kondusif dapat tercipta dengsn membaogun dan
menyediakan keburuhao sarana prasarana De8s sehingga dapat
berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset
Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinaei wisata eli Desa,
Konsep dasar bomestay adaJab Atraksi WisstA (mengangkat Arsitektur
TrodisionaJ Nusantara dan interoksi dengan masyarakat lokal) dan
Amenitas [tempat tinggaJ aman, nyaman dan berstandar intcrnasionaJ).

I. PENGEMBAlfGAll' DESA WlSATA

r. Pcmbangunan cmbung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat
mempcdomani SUrat Eda.ran Kementerian Pckerjaan Umum dan
Perumahan Rakya' RI Nomor 07/SE/M/2018 tcntang Pedoman
Pembangunan Embung Ked! dan Bangunan Pcnampung Air Lainnya eli
Desa.



Bentuk-bentuk mitigasi dan ndaptasi perubahan i.klim bisa berbeda antara
satu Desa dengan Oesa lain, berganrung pada dampak perubahan iklim
yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Ouna menjamin
keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka
panjang. penggunaan Oana Desa dapar diprioritaskan pada kegiatan­
kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meJiputi antara lain:

I. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDO.
Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDO.. /
Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau
Pengurangan Emisi dar! Oeforestasi dan Degradasi Bulan, ditambah

Upaya mengatasi da.mpak perubahan iklirn dan merUaga tcmperatur bum;
agar tidak meningkat dilakukan dengan cera melaksanakan kegiatan
pengendalian perubahan iklim muJai dari Oesa. Pengendalian perubahan

ikli.m tersebut tidak terlepas dari kegiatan pembangunan dan
pemberclayaan masyarakat Oesa yang dibiayai Dana Desa.

J. PENGENOALlANPERUBAHAN IXLIM MELALUI MlTIGASI DAN ADAPTASI

k. Tempat lbadah;
I.Menara Pandang (view;ng deek);
m. Oapura identitas;
n. wahana permainan anak;
o. wahana permainan outbound;
p, taman rekreasi;
q. tempat penjualan Uket;

r. angkutan wieata:
s, tracking Msata mangrove;
L peraJatan wisata snorkeling dan diving;
u. papan interpretasi;
v, sarana dan prasarana kebersihan;
w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
x, internet corner;
y. Pelatihan pemandu Wisnta;
z. lnterpretasi wisata;
QQ. Pelatihan pengelolaan Oesa Wisata;
bb. Pclatihan sadar wtsata dan pembentukan kelompok sadar

wisata/ Pokdarwis;
ce. pengembangan skema konyerai dan renovasi rumah-tumah adat, dJI.



dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkclanjulan, dan
Peningkatan Stok Karbon.

Dana Desa dapa' digunakan untuk membiayai kegiatan pcnyiapan
kegiatan REDD+ seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan
pemeTintah desa mengenai REDD+ dan penyusunan pereneanaan
kegiatan REDD+di tingkat Desa. Selain itu, juga dapa' digunakan unruk
kegiatan aksi REDD+ yang diIaksanakan sejalan dengan kegiatan
.pembangunan hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan
tanaman rakyat, dan upaya pengcndalian kebakaran 'hutan dan lahan.

Kegiatan pcmbangunan dan pcmberdayaan masyatakat Desa daJam
kerangka REDO" yang dapat dibiayai Dana Oesa meliputi;

a. pembangunan sarana-prasamna pelestarian lingIrungan hidup,
antara lain:
I) perbalkan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan

Oesa yang dike lola secara berkelanjutan;
2) pembangunan swnur bor/sumur pompa dan pengelolaan laban

gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata)

sebagai upaya pengelolaan hutan Desa seeara berkelanjutan;
4) melakukan penghijauao, pengkayaan tanaman hutan, praktek

wanatani (agroforest'Y);
5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPl'S;
6) pernbukaan lahan tanpa bakar (PLTB);dan
7) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian

kebakaran hutan dan laban untuk kelompok Masyatakat Peduli

Api sebagai upaya pengelolaan hutan desa yang berkelanjut:alL

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah

antara lain:
11 penyediaan rempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan

sampah organik dan anorganik;
2) peralatan pcmbuatan kompos padat dan/atau cair;
31 pembuatan [PAL/SPALkomunal yang dilengkapi dengan

peralatan penangkap gas metan;

4) pengadaan alat angkut sampah:
5) pembangunan tempat pcmbuangan sampah scm.nlar,,;

6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah [mis:

pembuatan pupuk nrganik, mesin cacan, dll).
c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:



. •• tesi perubahan iklim .. .
2. Kegiatan lOUap . . di tingkat tapak yang dape.l d)blaY81

d tasi pcrubahan Ikhm I
KctPatan a ap , ,
Dana oesa meUpuu antara lallI, __....~a'2n kondisi yang

prasarana untuk I""~-.

pcmballgunan sarana '\cI'm meneakuP ketal>anana, k tal>anan I I
mendukUng terbangunnya c. ken yang dikclo1a seeara

. dan cnergl lerbaru .
tenurial. pangan. 8lT kegiatan antara laln:
roa.ndiri oleh masyarakat dcaa. dengaD/ &apan air hujan untuk

"",pung/ pemanen pere
I) pembuatan pen '. kaan/tanah;

meningk.atl<an cadangan mr pcrmu nan uowk mclindungi dan
inirastrukwr bangu

2) pembuatan 'h', /sumber air berSl • gguI
konscrvaal mata air ballgan varictas un

rumah bibit unlUk pengcm
3) pernbuatan an l\cIim;

yang adaptif terhadap perubab

1) pcmbangunan pcmbangkit Iistrik tenaga mikro hidro (PLTMH];

2) pcndayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya,
dan/ atau tenaga angin;

3) in.talasi pcngolahan limba.h pcrtanian dan pctemakan untuk
biogas;

4) instalasi bioges dati srunpah rumah tangga; dan
5) peralatan pcngolahan Iimbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegialan pemberdayaan masyarakat Oesa untuk peJestarian
Iingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
1) pcnyuluhan dan pelatihan rnasyarakat Desa tentang program

REDO.;
2) pcngembangan sistem infOrmasi dan pcnanganan pcngaduan

berbasis masyarakat untuk pclaksan.a.an REDO"';

3) patroli kawnsan hutan Oesa;
4) pengembangan kapasitas masyarakat OCS8untuk mampu menjaga

kawasan hulan dati praktek i1egalloging.
5) pcningkalan kapasitas masyarakat Oeaa unruk melaJrukan

pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
6) peningkatan kapasitas masyarakat Oesa untuk pencegahan dan

pcnanggulangan kebakaran hutan dan tanan:
7) pelibalan masyarakal dalam perlindungan. pcngawetan dan

pemanfaatan sumberdaya alarn hayati yang ada di wUayah oesa;

dan
8) pcngembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan

pupuk organik.



1

Pengcndalian pcrubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara
menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara
bcrkeianjutan, Salah satu program yang rnerupakan gabungan antara
.adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung
lkIim (Proklim),yang dilaksanakan dengan rujuan unruk meningkatkan
kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan
mendorong kontribusl masyarakat dalarn upaya penurunan emisi gas
rumah kaea dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon.
Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat membcrikan manfaat sosial,
ekonomi dan mcngurangi risiko bcncana hidromctcorologi

3. Oabungan aksi mitigasi • adaptasi pengendalian perubahan iklim dan
pengurangan risiko bencana terkair perubahan iklim

4) pengadaan peralatan Zsarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan
lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan

5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
6) pengadaan sarana/ prasana untuk pengembangan mata

pencaharian alternatif yang tidak sensitiCiklim;
7) pernbuatan kebun holtikultura bersarna;

8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat
memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan

9) pengadaan peralatanj'sarana untuk mencegah tcrbentuknya
jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk perbaikan kondisi
yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain;
I) peningkatan kapasitas rnasyarakat untuk mengakses dan

memanfaatkan layanan informasi cuaca dan ikJim dalam bentuk
sekolah lapang danj'atau model pelatihan masyarakat yang
lainnya;

2) pelatihan simuJasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti
banjir, Icngsor, banjir bandang;

3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas

pcrtanian/pcrkcbunan untuk diversifikasi mata peneaharian yang
lebih tidak scnsitif ikIim;

4) pelatihan tekoik budidaya perikanan, peternakan, pertanian
inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan

5) pelatihan pengendaUan vektor penyakit terkait iklim, mlsalnya:
peneegahan demam berdarah melatul pemantauan sarang nyamuk
serta pelaksanaan.3M [menguras,menimbun dan menutup].



Beberape, wilayah di Indonesia terrnasuk witayah rowan bencana alam
seperti: banjir, gernpa bumi, tsunami, rnaupun longsor. Masalah yang

sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup
pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut,
Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian balk itu nyawa, materi
maupun kerugian inmateriil.
Penggunaan Dana Desa dapat eligunakan untuk penangguiangan bencana
alam, Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah
longsor dapat menggunekan Dana Desa untuk memblayal pencegahan dan

K. PENCEGAHAK DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

8) pengadaan alat untuk pemanraatan sampah/ limbah (mis:
pembuatan pupuk organik, mesin cacah];

9) rehabilitasi / relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan

langsor; dan
10) pengadaan alaI pendukung penanganan bcncana seperti rambu

evalruasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa unruk pengurangan emisi

karbon dan bencana a1am dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
I) penyusunan reneana ndaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
3) penyusunan rencana tonggap bencana;
4) pelatihan relawan tanggap bencana;
5) sosialisasi dan simulasl bencana: dan
6) pelatihan pengelolaan sampa.h maneliri.

semen tara;

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan des a d ..lam kerangka
Proklim yang dapar dibi~al oleh dana de sa meliputi:
a. pembangunan dan/atAu pengadaan sarana-prasarana pengurangan

emisi karbon dan risiko bencana terkalt perubahan ikIim, antara lain:
1) pembuatanj'perbaikan parit eli area rentan banjir:
2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
'3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abr ... i pantai;
4) pembuatan tanggul pemecah ornbak;

5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
6) penanaman di loreng atau dengan struktur beton penaban longsor

(plengsengan):
1) pengadaan alai angkul sampab dan tempat pembuangan sampab



8. Keadaan Bencana

Bencana aIam disebabkan oleh peristiwa a1am seperti gempa bumi, ISUnami,

gunung melerus, banjir, kekeringan, dan lanab longsor. Bcncana a1am bagi
masyarakat Desa buko.nlab perisuwa yang mudab untuk diperkirakan.
Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap
darurat, Dana Desa dapat digunakan untuk mcmbia.yai Kegiatan Tanggap

Darurat Bencana A1am dengan keteruuan sebagai berikut:

I. Jeni. Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dlbiayai melalui APBDes :

L. KEGlATAI'f TAl'fGOAPOARURATBENCAlfAALAM

penanggulangan bencana tanah longsor mclalui kegiatan-kegiatan antara
lain:
I. PenggunBan Dana Oesa untuk mcmbiayai Pencegahan Beocana mclalui

peringatan dini (early warning system) yaitu:
B. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor laban;
b. pembuatan atau mcmperbarui peta-peta wltayah Oesa yang rawan

tanah longsor;
c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang bolch dijadikan

permukiman;
d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;

e. melakukan reboisasi pada huron yang pada saat ini dalam keadaan
gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan
pangbijo.uan po.da lahan-lahan terbuka;

r. membuat terasering atau sengkedan pada laban yang memiliki
kemiringan yang relaw curam;

g. mcmbuat saluran pembuango.n air menurut bcntuk permuko.an
tanah;

h. membuat dan/o.tau mengo.do.ko.n sarMo. prasarana taodo. peringatan
jika ada gcje.ta-gejala bcncana tanab longsor; den

I. pelatihan rnasyarako.t Desa untuk mampu menyelamatko.n diri jika
terjadi bcncana taoab longsor.

2. Penggunaan Dana Desa untuk rnembiayai pemulihan setelah terjadinya
bencana tanah longsor, antara lain:
a. pembanguno.n tempat-ternpat penampungan sementara bagian para

pengungsi sepe.rti tenda-tenda darurat;
b. menyediakan dapur-dapur umurn;
c. rnenyedlakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
d. peno.nganan trauma pasca bencana bagi para korban.



Salah satu kegiatan yang menjadl prioritas dalam penggunaan Dana Desa
dl bidang Pemberdayaan Masyarakal adalnb pengelolaan dan
pengembangan Sislem Informas! Oesa (SID) melalui pengembangan

M.818TEM Il'IFORMASI DESA

8) Menerima dan menyalurkan bantuan

1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang barus segera diJakukan kepada
korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas. Rurnah
Sakit atau fasllitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan:
Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kolak Pp).

21 PenyediaaD penampungan sementara (Pos pengungsian/ She/ret)

Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan
menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasl
pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum

Menyediakan Iokasl, perala tan dan bahan makanan untuk korban
bencana alam

41 Penyediaan MCKdarurat
Menyediakan lokasi MCKdarurat

5) Mcnyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk
pengaturan distribusinya

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan,

anak - anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok
rentan lainnya.

7) Pcngamanan Loka.i
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana

c. Keadaan Mendesak

II Pengorganisasian kelompok masyarakal untuk penyelamatan
mandiri;

2) Pelatihao keterampilan paska bcncana.
b. Keadaan Darurat

II Menyediakan MCKkomunal sederhana;
2) Pelnyanan kesehatan;
3) Menyiapkan lokas; pengungsian:

4) Menyediakan obat - obatan setama di pengungsian, seperti:
minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat
diare, oralit dU.



Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan
pengembangan SID. syaramya, penyusunan dan pcngembangan SID
sebagaimana dirnaksud hlU'Usberbasis masyarakat. Beberapa hal yang
menjadi kelebiban SIDberbasis rnasyarakat adalah sebagai berikut;
1. Oilakukan daTi,oleh dan untuk masyarakat;
2. Ada proses rekonlirmasi sebingga data yang dlperoleh lebih raktual dan

valid;
3. Data bersifat mikro dengan by name, by address scbingga perencanaan

pembangunan desa lebih tepat sasaran;
4. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBMdapat dibahas sebagai

salah satu referensi untuk melengkapihasil pengkajian keadaan Desa
dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SIDyang berbasis masyaraknt terdiri dari beberapa tahapan kegiatan,
disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas TimPendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh TimPendata;
3. Peningkatan kapasitae TimOperator Entry Datayang direkrut dar;

masyarakat Desa;
4. Proses entry data, cleani1llldata, rekonfirmasidata dan anali,i. data;
5. Pengelolaandata dan up dating data;
6. Publikasi data dan informnsi;
7. Dan lain sebagainya.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari surnber penerimaan

da1am APBDesa tidak bisa dilepaskan dati proses perencanaan
pembangunnn Desa, Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada
upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan
kesejahteraan masyarakat Dcsa dan penanggulangan kemiskinan harus
didukung oleb ketersediaan data dan informasi yang raktual dan valid
sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan desa yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Pravinsi maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisl/keadaan desa
yang raktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan
pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah
mensyaratkan adanya kebiJakan Satu Dess.

kapasnae dan pengadaan apUkasi perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) komputer untuk peadataan dan penyebaran
informasl pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desilyang dikelcla
secara terpadu.



f
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Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh

Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam
merencanakan pambangunan Desa yang dikelola seeara transparan
partisipatif, terpadu dan akuntabel.



f H. FAUZAN ALID

Peraturan Bupati Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini

disusun agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Desa daJam
penyusunan dokumen perencanaan terutama daJam penggunaan Dana Desa.

BABY

PENUTUP


